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RINGKASAN

Menghadapi  situasi keterbukaan  dan globalisasi ekonom: diperlukan
perekonomian nasional sebagai satu kesatuan ekonomi vang selid. Untuk itu diperlukan
tatahubungar/kemitraan usahs yang serasi dan saling menguntungkan dalam rangka
mewjudkan sistem perekonomian yang tangguh b rdasarkan demokrasi ekonomi.

Penelitian ini ingin mengetahui model kemitraan usaha yang perlu diterapkan
antara koperasi dengan mitra usahanya serts faktor — faktor internal apa saja yang
diperlukan oleh koperasi dalam mengadakan kemitraan usaha dengan para mitranya,
Penelitian inj dilaksanakan di 5 { lima ) Daerah Tingkat II di Jawa Tengah, di masing —
masing Dati [I diambil sampel koperasi vata — rata dua koperasi produksi. Metode analisa
yang dipergunakan adalah analisa SWOT

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kemitraan usaha telah
dijalankan oleh koperasi dengan mitra usahanya tetapi belum optimal, beberapa kendala
yang ditemui natara lain : pengusaha/industri besar dan menengah selalu berorientasi
untuk mencari keuntungan maksimum sehingga pelaksanaan kemitraan dengan koperasi
dikawatirkan akan membebani operasiona peruszhaannya. Dari sisi koperasi senditi pada
umumnya tingkat profesionalisme dalam berbisnis masih rendah, Kendala lainnya yaitu
asas-asas kemitraan saling menguntungkan dan saling membutuhkan belum secara
optimal dilaksanakan., Pela kemitraan yang diusulkan antara koperasi dengan mitra
usahanya adalah pola sub kontrak dan pola dagang umum dengan model sederhana dan
model terintegrasi, Model kemitraan sub kontrak untuk jenis koperasi produksi yang
menghagsilkan barang setengah jadi, sedangkan pola dagang umum untuk jenis keperasi
produksi yang menghasilkan barang jadi.



SUMMARY

The open policy and economic globalization reguired national economy as one
solid unity of economy. Furthermore it needed a harmony in the refation among
institution that play the role under the same function each benefits to one another,

This research is run to measure the right model of parinership between
cooperative and its pariner and to analyze which internal factors needed by the
cooperative regarding the partnership relation. The research was held at 5 {five)
municipalities in Central Java, which taken two cooperatives in average as samples in
each mynicipality. The analyzing method used is SWOT,

Result of the research shows that partnership has became a genetal way of doing
business but yet not to the term of optimality. Among many difficulties found are: that
larpe and middle industries are taking-advantage oriented of the relation up to maximum
rate possible, thus the partnership is seen as more burden towards company
responsibilities rather than benefit, In the other side, the professional competency among
the cooperative subject are generally insufficient. Other difficulty is that the principles of
both benefiting and equality partnership is far from practiced optimalty, The scheme of
partnership recommended between the cooperative and its partner is a sub-contract and
general trading scheme under a simple and integrated model, Sub-contract partrership
model is designed for production cooperative which produces half finished goods, while
the general trading partnership is aimed for production cooperative which produces

finished goods.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 maupun GBHN 1993 telah menunjuk adanya tiga pelaku
dalam perekonomian di Indonesia yaitu badan usaha milik negara ( BUMN ),
koperasi, dan badan usaha milik swasta ( BUMS ). Dalam penjelasan pasal 33 UUD
1945 tersebut dinvatakan bshwa koperasi adalah bangun perusahaan yang sesuai
dengan perekonomian kita yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas
asas kekeluargaan. Disebutkan pula bahwa cabang - cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajad hidup orang banyak boleh ada di
tangan orang seorang,

Karenanya yang ideal dalam perekonomian Indonesia badan koperasi yang
disebut - sebut oleh UUD 1945 sebagai yang paling mampu mengejawantahkan
perekonomian usaha bersama berasaskan kekeluargaan seharusnya menjadi paling
domingn, sementara swasta sebagai pendukung dan BUMN sebagai pengaman. Jika
diterjemahkan, lembaga - lembaga koperasi dalam benak penggagas pasal 33 UUD
1945 seharusnya mampu menjalankan usaha - usaha ekonomi besar dari hulu sampai
hilir, yang saat ini banyak ditangani swasta, sedangkan swasta hanya menguasai sektor
- sektor kecil [ Prabowo : Suara Merdeka, 12 Juli 1997 ),

Kenyataan yang terjadi, selama setengah abad koperasi menjadi soko guru
perekonemian rakyat posisinya menjadi sub ordinant sedangkan BUMS menunjukkan
kecenderungan semakin dominan, BUMN sendiri cenderung bekerja berdasarkan
prinsip - prinsip badan usaha swasta, Meskipun keberadaan dan gaungnya sudah lama
berkibar di Indonesia namun ternyata hingga saat ini masih muncul beberapa
kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga dimasa mendatang akan dijumpai koperasi
yang benar - benar profesional dan tangguh,
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Berbagai persoalan masih terus mengganjal berkembanguya kopetasi. Persoalan
klasik seperti kurang profesionalnya pengelolaan, manajemen, kualitas sumber daya
manusia, permodalan, operasional dan masalah administratif lainnya pada akhiroya
menyebabkan koperasi menjadi sulit berkembang. Kalaupun berkembang,
pertumbuhannya tidak secepat pelaku ckonomi lainnya seperti perusahaan -
perusahaan swasta maupun BUMN ( Susidarto ; Media Indonesia, 10 Juli 1997 ).
Perkembangan koperasi di Indonesia sampai dengan tahun 1996 adalah sebagai
berikut ;

Tabel 1
Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 1992, 1994, 1996
Uraian Perkembangan Koperasi

1992 1994 1996
Jumiah Koperasi { Unit } 40,760 44 284 48,391
Anggota { Ribuan Orang ) 25.657 25.359 27.170
Nifai Asset { Rp, Milvar ) 2.627 4,435 6.577
Volume Usaha { Rp. Milyar ) 6.588 8.187 12,354

Sumber : Departemen Koperasi dan PPK

Dalam Munas koperasi di Jakarta tanggal 11 Juli 1997, Presiden Suharto
mengatakan bahwa kepincangan ekonomi yang disebabkan oleh tidak meratanya
kesempatan berusaha dan kesenjangan pendapatan merupakan salah satu sumber
ancaman bagi persatnan dan kesatuan, Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan
pendapatan ditengah masyarakat itu adalah denpan menderong tumbub dan
berkembangannya koperasi sehagai gerakan ekonomi yang bersifat kerakyatan. Untok
itu diperlukan kesungguhan, tekad dan kerja keras, lebih - lebih dalam perkembangan

ekonomi yang penuch persaingan dewasa ini,
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Melalui koperasi diharapkan tumbuh dan tersalur kesadaran serta kemampuan
ekonomi rakyat. Dengan pengelolnan yang lebih profesional, manajemen yang baik
dan efisien, dukungan kualitas sumber daya manusia yang bermutu dan berdedikasi
tinggl, serta kerjasama saling menguntungkan dengan BUMN maupun BUMS akan
membuka peluang makin kukuhnya koperasi di tengah - tengah arus globalisasi,

Menghadapl situasi  keterbukaan dan globalisasi ekonomi diperiukan
perekonomian nasional sebagal kesatvan ekonomi yang solid. Untuk itu diperlukan
tata hubungan / kemitraan usaha yang serasi dan saling menguntungkan diantara
ketiga soko guru perekonomian Indonesia : BUMN, keperasi, BUMS nasional dalam
rangka mewajudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi
ekonormi. Berbagai bentuk kemitraan telah dikembangkan di Indonesia. Ada pola
bapak angkat di bidang industri, pola program PIR dan intl plasma di sektor
perkebunan, dan vang terakhir yang masih bergaung adalah kemitraan usaha besar
dan kecil melalui kelompok Jimbaran, Pada prisipnya konsep kemitraan apabila
berjalan dengan baik sungguh indah yaitu si kuat membantu yang lemah,

Upaya pemerintah dalam memayungi ferjadinya tata hubungan / kemitraan
usaha diantara ketiga pelaku ekonomi telah dilakukan dengan serangkaian kebifakan,
antara lain ; pelimpahan saham milik BUMS kepada koperasi, Keputusan Menteri
Keuangan No, M6/KMK.016/1994 yang mewajibkan BUMN menyisihkan 1 - 5
persen  darilaba perusahaaannya untuk dimanfaatkan bagi pembinaan koperasi dan
usaha kecll, ketentuan Pakjan 1990 tentang KUK yang menentukan agar bank umum
menyalurkan 20 persen dari total kreditnya pada koperasi dan pengusaha kecil, serta
kebijakan - kebijakan lainnya,

Mestinya, hubungan kemitraan didasarkan atas dasar “ Win - Win Solution
artinya kedua belah pihak yang bekeria sama saling membutuhkan, saling percaya dan
saling menguntungkan, Realitanya banyak program kemitraan di lingkungan koperasi
iebih banyak dipengaruhi oleh faktor " Pofitical Will * dari pemerintah, sehingpa
hanya terkesan memenuhi target vang dibebankan. Hanya sedikit koperasi yang
mampu mengembangkan kemitraan vsaha berdasarkan prinsip saling melengkapi,
galing percaya dan saling menguntungkan.
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Dari pola - pola kemitraan nasional yang berjalan selama ini tampaknya tidak
semulus yang diharapkan. selama ini ada kesan program kemitraan dilaksanakan
setengah hati dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi
dalam program kemitraan usaha ini di satu sisi karena faktor internal di tubuh koperasi
sendiri yang belum slap bermitra dengan pelaku ekonomi lain, di sisi lain secara
eksternal tidak ada kesesuaian dalam pola kemitraan. Dalam pola bapak angkat
rmisalnya PT, Krakatan Steel harus mengurusi pengrajin emping mlinjo dan kerajinan
tangan, sampai - sampai PT. Krakatau steel mendirikan unit usaha sendiri untuk
menangani pembinaan usaha keeil, ini berarti menambah beban operasional
perusahaan,

Penyaluran 1 - 5 persen keuntungan BUMN untuk pembinaan usaha kecil dan
koperasi tidak berjalan lancar. Kendalanya adalah usaha yang dibina umumnya jauh
dari core competency BUMN, Kendala lainnya kesulitan menyalurkan dana pada
pengusaha kecil dan koperasi yang benar - benar membutubkan karena perscalan yang
dihadapi tidak selalu di bidang permodalan. Selanjutnyg walaupun data - data di Bank
Indonesia menunjukkan ketentuan - ketentuan penyaluran KUK 20 persen sudah
dipenuhi, namun ternyata banyak usaha keecil dan koperasi yang tidak tersentub oleh
perbankan, Hal ini di sebabkan banyak bank lebih suka menyalurkan dana KUK
mereka kepada bank - bank kecil atau BFR dari pada koperasi atau pengusaha kecil.
Padahal BPR menyalurkan sebagian besar pinjamannya untuk kredit konsumsi.

Pola kemitraan yang didasarkan atas dasar “ win - win solurion *  ternyata
belum berjalan dengan batk. Disisi lain perbaikan kondisi ekonomi masyarakat juga
terasa mendesak dilakukan, Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, pemerintah dan
para pelaku ekonomi harus serius memnjalankan program kemitraan yang substansial

dan sistematis.
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1.2, Perumusan Masalah
Dari uraian pendabuluan diatas secara umum dapat diketahui bahwa

permasalahan wtamanya adalsh belum optimalnya program kemitraan usaha antara

koperasi dengan BUMN maupun MUMS. Secara khusus identifikasi masalah yang

akan diteliti lebih lanjut adalah

1, Pola kemitraan usaha yang bagaimana yang periu dijalankan antara koperasi
dengan indusiri menengah dan besar.

2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan antara koperasi dengan mitra
usahanya yang selarna ini berlangsung,

3. Faktor - faktor internal apa saja yang diperlukan koperasi dalam mengadakan
kemitraan usaha dengan industri menengah dan industri skala besar di Jawa
Tengah.
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